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ABSTRACT

This study examines the participation and budget distribution system in
Baitul Mal during the time of Prophet Muhammad, focusing on how public
funds were allocated and managed. The research addresses questions
regarding the mechanisms of budgeting, the involvement of the community in
financial oversight, and the principles guiding the fair distribution of wealth
to different social groups. Using a literature study method, the study analyzes
historical records, Islamic sources, and previous research to obtain
comprehensive insights into Baitul Mal’s operations. The findings indicate
that Baitul Mal implemented a transparent, participatory, and justice-oriented
budgeting system, which ensured the welfare of the poor, supported public
projects, and fostered social solidarity among Muslims. Community
involvement not only strengthened accountability but also nurtured moral and
social values within the society. The study concludes that the Baitul Mal
system provides an exemplary model of ethical, equitable, and sustainable
economic management in Islam, which remains relevant for contemporary
financial governance.

Keywords: Baitul Mal, Budget Distribution, Community Participation,
Social Justice, Islamic Economy

ABSTRAK
Penelitian ini membahas sistem partisipasi masyarakat dan distribusi
anggaran dalam Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw, dengan fokus
pada mekanisme penganggaran dan pengelolaan dana publik. Penelitian ini
mengangkat pertanyaan mengenai cara penganggaran dilakukan, peran
masyarakat dalam pengawasan keuangan, serta prinsip-prinsip yang
digunakan untuk mendistribusikan harta secara adil kepada berbagai
kelompok sosial. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini
menganalisis sumber sejarah, literatur Islam, dan penelitian terdahulu untuk
memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai operasional Baitul Mal. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal menerapkan sistem penganggaran
yang transparan, partisipatif, dan berlandaskan keadilan, sehingga mampu
meningkatkan kesejahteraan kaum miskin, mendukung pembangunan
fasilitas publik, serta memperkuat solidaritas sosial umat Islam. Keterlibatan
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masyarakat tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga
menumbuhkan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa sistem Baitul Mal merupakan model pengelolaan
ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan, yang relevan untuk diterapkan
dalam tata kelola keuangan kontemporer.

Kata kunci: Baitul Mal, Distribusi Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Keadilan
Sosial, Ekonomi Islam

A. PENDAHULUAN

Sistem keuangan Islam pada masa Nabi Muhammad saw, khususnya
melalui Baitul Mal, merupakan fondasi penting dalam membangun
masyarakat yang adil dan sejahtera. Baitul Mal berfungsi sebagai pusat
pengelolaan keuangan publik, mulai dari penerimaan zakat, sedekah, jizyah,
hingga pengeluaran anggaran untuk kesejahteraan umat. Pengelolaan ini
tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan
keadilan sosial, dengan prinsip transparansi, amanah, dan tanggung jawab.
Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana partisipasi masyarakat
dan mekanisme distribusi anggaran dijalankan agar berjalan efisien dan
proporsional. Kajian ini menjadi penting karena menjadi dasar bagi
pembentukan tata kelola keuangan publik yang adil dan berorientasi pada
kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan relevansi
nilai-nilai historis dalam praktik ekonomi modern (Hasibuan et al., 2025).

Baitul Mal pada masa Nabi memiliki mekanisme penganggaran yang
sistematis untuk menyalurkan dana kepada pihak yang berhak, termasuk
fakir miskin, yatim, dan kelompok rentan. Partisipasi masyarakat tidak hanya
berupa kontribusi finansial, tetapi juga pengawasan terhadap penggunaan
dana publik, yang meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat solidaritas
sosial. Penganggaran dilakukan dengan prinsip prioritas, efisiensi, dan
keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan publik. Hal ini
menunjukkan bahwa sistem Baitul Mal tidak sekadar menyelesaikan
masalah ekonomi, tetapi juga mendidik masyarakat dalam tanggung jawab
moral dan sosial. Dengan memahami mekanisme ini, prinsip-prinsip
pengelolaan anggaran yang adil dapat diadaptasi dalam konteks modern.
Pentingnya pembahasan ini terletak pada penerapan prinsip keuangan Islam
yang transparan, efisien, dan berkeadilan (Pertiwi et al., 2020).

Distribusi anggaran Baitul Mal menekankan keseimbangan antara
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan sosial-ekonomi
yang berkelanjutan. Setiap pengeluaran diarahkan untuk meminimalkan
kesenjangan dan memaksimalkan kemaslahatan umum, seperti bantuan
sosial, penyediaan fasilitas publik, serta dukungan terhadap kegiatan
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produktif umat. Mekanisme ini menunjukkan adanya perencanaan keuangan
yang matang dan berbasis keadilan distributif, serta melibatkan masyarakat
secara langsung dalam proses pengawasan. Nabi Muhammad saw
menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga tetap terjaga. Sistem penganggaran ini menjadi
model ideal bagi pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada
keadilan sosial. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bernilai historis
tetapi juga praktis untuk sistem ekonomi modern (Wahab, 2019).

Penganggaran Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw menegaskan
bahwa keuangan publik tidak bisa dipisahkan dari nilai moral, etika, dan
spiritual. Partisipasi masyarakat, prinsip efisiensi, transparansi, prioritas
kebutuhan, dan redistribusi ekonomi membentuk sistem yang adil,
bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa
prinsip-prinsip tersebut relevan untuk diterapkan dalam konteks modern,
terutama dalam menghadapi masalah ketimpangan ekonomi dan
penyalahgunaan anggaran. Baitul Mal menjadi contoh pengelolaan keuangan
yang mengedepankan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan integritas
moral (Saleh, 2022). Oleh karena itu, kajian ini memberikan inspirasi bagi
pengembangan sistem anggaran publik Islam yang demokratis, partisipatif,
dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Kesimpulannya, penganggaran
yang adil dan transparan merupakan kunci terciptanya kesejahteraan sosial
yang berkelanjutan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan
utama untuk membahas partisipasi dan distribusi anggaran dalam sistem
Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw. Proses penelitian dilakukan
dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi
kitab-kitab klasik Islam, sirah Nabawiyah, hadis terkait zakat, sedekah, fai’,
serta literatur akademik modern tentang ekonomi Islam dan pengelolaan
keuangan publik. Sumber-sumber ini dianalisis secara sistematis untuk
memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep penganggaran
dan prinsip keadilan sosial yang diterapkan pada masa Nabi. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara deskriptif mekanisme
pengumpulan, alokasi, dan distribusi anggaran Baitul Mal serta relevansinya
dengan sistem keuangan modern yang efisien dan transparan.

Tahap berikutnya adalah melakukan analisis isi (content analysis)
terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan, dengan menekankan
tema-tema utama seperti partisipasi masyarakat, pengalokasian dana,
transparansi, dan akuntabilitas. Data dikategorikan secara tematis agar
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memudahkan penafsiran mengenai mekanisme fiskal dan prinsip moral yang
menjadi dasar pengelolaan Baitul Mal. Hasil analisis kemudian disintesis dan
diinterpretasikan untuk membentuk gambaran menyeluruh mengenai
penganggaran yang adil dan proporsional pada masa Nabi Muhammad saw.
Penafsiran juga dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi historis dan
penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks modern. Dengan demikian,
metode studi literatur ini tidak hanya menggali aspek historis, tetapi juga
memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem keuangan Islam
kontemporer yang berlandaskan keadilan sosial dan transparansi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem penganggaran dan distribusi dana dalam Baitul Mal pada masa
Nabi Muhammad saw merupakan model keuangan publik yang berlandaskan
nilai keadilan sosial dan spiritualitas ekonomi. Berdasarkan hasil kajian
literatur dari berbagai sumber klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa
mekanisme pengelolaan Baitul Mal tidak hanya mencakup aspek teknis
keuangan, tetapi juga nilai moral dan tanggung jawab sosial. Temuan ini
memperlihatkan bahwa Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga fiskal yang
memastikan setiap penerimaan dan pengeluaran berjalan sesuai prinsip
syariah. Sistem ini dirancang untuk menjamin kesejahteraan umat secara
merata dengan menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang
(Rumapea et al., 2025). Melalui analisis historis dan deskriptif, dapat
dipahami bahwa penganggaran pada masa Nabi bukan sekadar alat ekonomi,
melainkan instrumen moral yang menegakkan keadilan sosial. Dengan
demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pengelolaan
anggaran publik Islam memiliki keunggulan etik dibandingkan sistem sekuler
yang berorientasi pada keuntungan semata.

Partisipasi masyarakat dalam sistem penganggaran Baitul Mal menjadi
faktor penting yang menjamin keberlanjutan dan legitimasi sosial lembaga
tersebut. Mekanisme distribusi dana dilakukan dengan prinsip keterbukaan
dan tanggung jawab bersama antara pemimpin dan umat. Setiap bentuk
penerimaan seperti zakat, jizyah, kharaj, dan fai’ dikelola secara profesional
sesuai kebutuhan masyarakat tanpa adanya penyimpangan. Distribusi
anggaran juga diarahkan untuk memperkuat solidaritas sosial serta
mengurangi kesenjangan ekonomi antarindividu (Aris et al., 2024). Dalam
konteks ini, penganggaran berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi
keuangan, tetapi juga sebagai sarana pembangunan karakter dan
kesejahteraan umat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan
pentingnya meneladani sistem penganggaran Baitul Mal dalam menciptakan
tata kelola keuangan publik yang adil, transparan, dan berorientasi pada
kemaslahatan umum.

42
Partisipasi dan Distribusi Anggaran dalam Sistem Baitul Mal pada Masa Nabi Muhammad SAW
Alga Afrinda Shandilla Putri, Wali Saputra



AZ-ZAIDA

JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 3 September 2025
P-ISSN: xxxx-xxxxX E-ISSN: xxxx-xxxxX DOI: XXXXXX

1. Struktur Pengelolaan Baitul Mal

Struktur pengelolaan Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw
merupakan fondasi utama bagi sistem keuangan publik dalam Islam. Baitul
Mal berfungsi sebagai lembaga pusat yang mengatur penerimaan dan
pengeluaran dana negara berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan
sosial. Nabi sendiri bertindak sebagai pengawas tertinggi yang memastikan
seluruh kegiatan keuangan berjalan sesuai syariat Islam. Dalam praktiknya,
Nabi dibantu oleh para sahabat yang dipercaya memiliki integritas tinggi dan
pemahaman mendalam terhadap hukum Islam. Struktur pengelolaan ini
menekankan tanggung jawab kolektif dan amanah dalam setiap keputusan
fiskal. Dengan demikian, sistem Baitul Mal bukan hanya mengatur aliran
dana, tetapi juga membangun budaya keuangan yang beretika dan
transparan (Saleh, 2022).

Pada masa Nabi, struktur Baitul Mal belum berbentuk birokrasi formal
seperti dalam pemerintahan modern, namun memiliki sistem yang tertib dan
efektif. Pengelolaan dana dilakukan dengan sederhana, tetapi berdasarkan
prinsip pencatatan yang jelas dan pertanggungjawaban yang terukur. Setiap
penerimaan, baik dari zakat, jizyah, maupun sedekah, dicatat secara rinci
untuk menghindari penyelewengan. Tugas utama pengelola Baitul Mal adalah
memastikan bahwa dana yang terkumpul segera disalurkan kepada pihak-
pihak yang berhak menerimanya. Hal ini menunjukkan adanya sistem
manajemen keuangan yang efisien tanpa harus menimbun kekayaan negara.
Dengan demikian, struktur pengelolaan Baitul Mal pada masa Nabi dapat
dianggap sebagai bentuk awal dari sistem fiskal Islam yang akuntabel
(Fahrullah et al., 2021).

Struktur organisasi Baitul Mal juga menunjukkan adanya pembagian
peran yang jelas antara pengumpul dana dan penyalur dana. Para sahabat
seperti Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Arqam dikenal sebagai pengelola
keuangan yang jujur dan amanah. Mereka diberi tanggung jawab untuk
mencatat setiap transaksi dan memastikan tidak ada kekeliruan dalam
perhitungan. Selain itu, Nabi Muhammad saw secara langsung memantau
proses distribusi agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan. Sistem
ini menunjukkan keseimbangan antara kepercayaan personal dan
pengawasan institusional. Oleh karena itu, meskipun belum memiliki
struktur formal, Baitul Mal telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik
dan dapat dipertanggungjawabkan (Ridho, 2024).

Salah satu keunggulan struktur pengelolaan Baitul Mal adalah adanya
sistem pengawasan moral yang kuat dalam setiap proses keuangan.
Pengawasan ini tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga
berlandaskan nilai spiritual berupa kesadaran akan amanah dari Allah SWT.
Para pengelola Baitul Mal tidak berani melakukan kecurangan karena takut
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akan dosa dan hukuman di akhirat. Prinsip ini menjadikan sistem keuangan
pada masa Nabi berjalan dengan integritas tinggi tanpa memerlukan lembaga
audit formal. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam proses pengawasan
sosial melalui keterbukaan informasi terkait penerimaan dan penyaluran
dana. Dengan demikian, struktur pengelolaan Baitul Mal menggabungkan
unsur moral, sosial, dan administratif secara harmonis (Yazid et al., 2024).

Struktur Baitul Mal juga menunjukkan fleksibilitas yang tinggi dalam
menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Pada masa Nabi, lembaga
ini tidak hanya berfungsi sebagai kas negara, tetapi juga sebagai lembaga
kesejahteraan sosial yang menangani bantuan bagi fakir miskin, yatim piatu,
dan korban bencana. Pengelolaan dana dilakukan secara dinamis sesuai
dengan kondisi sosial dan ekonomi umat Islam. Jika terdapat surplus dana,
maka digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan pembangunan
masyarakat. Namun jika terjadi kekurangan, Baitul Mal dapat memanfaatkan
sumber pendapatan lain seperti fai’ atau jizyah. Dengan fleksibilitas ini,
struktur Baitul Mal mampu menjaga stabilitas ekonomi dan solidaritas sosial
dalam masyarakat Islam awal (Saleh, 2022).

Selain efisien dan transparan, struktur pengelolaan Baitul Mal juga
mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada
kemaslahatan. Nabi Muhammad saw tidak hanya berperan sebagai pemimpin
spiritual, tetapi juga sebagai pengelola keuangan negara yang bijaksana.
Setiap keputusan mengenai penerimaan dan pengeluaran dana selalu
didasarkan pada prinsip maslahat dan keadilan. Kepemimpinan Nabi dalam
mengatur Baitul Mal memberikan teladan bagi para pemimpin setelahnya
dalam menerapkan sistem penganggaran yang bertanggung jawab. Struktur
ini memperlihatkan bahwa integritas dan keteladanan pemimpin menjadi
kunci utama keberhasilan sistem keuangan publik. Oleh karena itu, Baitul
Mal pada masa Nabi menjadi contoh ideal dalam pengelolaan anggaran yang
etis, efisien, dan berkeadilan (Martawati et al., 2025).

2. Sumber Pendapatan dalam Sistem Anggaran Baitul Mal

Sumber pendapatan dalam sistem Baitul Mal pada masa Nabi
Muhammad saw merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kegiatan
ekonomi negara Islam. Pendapatan negara pada saat itu tidak diperoleh
melalui pajak konvensional seperti dalam sistem modern, tetapi melalui
instrumen keuangan syariah seperti zakat, jizyah, kharaj, fai’, dan sedekah.
Setiap sumber memiliki ketentuan hukum yang jelas serta tujuan sosial yang
berbeda, namun semuanya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan
ekonomi umat. Zakat, misalnya, merupakan bentuk redistribusi kekayaan
wajib yang berfungsi menyeimbangkan hubungan antara golongan kaya dan
miskin. Pendapatan dari zakat menjadi sumber utama Baitul Mal yang
digunakan untuk membantu delapan golongan penerima (asnaf)
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sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an. Dengan demikian, sistem
pendapatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan solidaritas sosial yang
menjadi inti dari ekonomi Islam(Oktaviana & Harahap, 2020).

Zakat sebagai sumber utama pendapatan Baitul Mal memiliki
mekanisme yang ketat dalam pengumpulan dan pendistribusiannya. Nabi
Muhammad saw menugaskan amil zakat yang bertugas mengumpulkan zakat
dari umat dengan cara yang transparan dan penuh tanggung jawab. Hasil
pengumpulan zakat tidak disimpan lama di Baitul Mal, melainkan segera
disalurkan kepada pihak yang membutuhkan agar manfaatnya langsung
dirasakan masyarakat. Selain berfungsi sosial, zakat juga memiliki fungsi
ekonomi yang signifikan dalam menggerakkan perputaran harta di tengah
masyarakat. Dengan mengeluarkan =zakat, harta tidak hanya menjadi
instrumen akumulasi, tetapi juga sarana berbagi yang memperkuat
solidaritas ekonomi (Alhasanah et al., 2023). Oleh karena itu, zakat menjadi
instrumen fiskal Islam yang tidak hanya spiritual, tetapi juga berdampak
nyata terhadap kestabilan ekonomi negara.

Selain zakat, jizyah juga menjadi salah satu sumber pendapatan
penting dalam sistem Baitul Mal. Jizyah merupakan pajak perlindungan yang
dibayarkan oleh non-Muslim sebagai imbalan atas jaminan keamanan dan
kebebasan beragama di wilayah kekuasaan Islam. Pembayaran jizyah
dilakukan secara adil tanpa paksaan, dan hasilnya digunakan untuk
kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur serta pembiayaan
pertahanan negara. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan
Islam tidak bersifat diskriminatif, melainkan berorientasi pada keadilan
sosial. Nabi Muhammad saw sendiri menegaskan bahwa non-Muslim yang
membayar jizyah berhak atas perlindungan penuh dan layanan publik dari
negara Islam (Martawati et al., 2025). Dengan demikian, jizyah berfungsi
sebagai sumber pendapatan yang tidak hanya menambah kas negara, tetapi
juga memperkuat kohesi sosial antara umat Muslim dan non-Muslim.

Sumber pendapatan lain yang berperan besar adalah kharaj, yaitu
pajak atas tanah yang diberlakukan kepada penduduk non-Muslim yang
tetap mengelola tanah mereka setelah wilayahnya dikuasai oleh negara Islam.
Kharaj berfungsi sebagai bentuk kontribusi ekonomi terhadap negara, tetapi
dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pendapatan dari kharaj
digunakan untuk membiayai kepentingan publik seperti pembangunan jalan,
jembatan, serta bantuan sosial. Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad saw
menetapkan sistem kharaj dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan
ketidakadilan terhadap pemilik tanah. Prinsip utama kharaj adalah menjaga
keseimbangan antara hak negara dan hak individu atas hasil bumi. Oleh
karena itu, kharaj bukanlah bentuk eksploitasi, melainkan bagian dari sistem
fiskal yang menegakkan keadilan ekonomi (Pendra et al., 2024).
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Selain zakat, jizyah, dan kharaj, sumber pendapatan Baitul Mal juga
berasal dari fai’ dan ghanimah (harta rampasan perang). Fai’ merupakan
harta yang diperoleh tanpa pertempuran, seperti penyerahan sukarela atau
hasil perjanjian damai. Sementara ghanimah adalah harta yang diperoleh
melalui peperangan yang sah, dan pembagiannya diatur langsung oleh Nabi
Muhammad saw. Sebagian dari hasil ghanimah dimasukkan ke Baitul Mal
untuk kepentingan umum, sementara sisanya dibagikan kepada para
pejuang sebagai bentuk penghargaan. Sistem ini menunjukkan bahwa setiap
bentuk pendapatan negara dalam Islam selalu memiliki dimensi moral dan
keadilan yang tinggi. Melalui pengelolaan fai’ dan ghanimah, Baitul Mal
menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi pasca-konflik
dan memperkuat solidaritas umat (Nisa et al., 2023).

Selain sumber-sumber tersebut, sedekah dan wakaf juga menjadi
bagian penting dalam menambah pemasukan Baitul Mal. Sedekah
merupakan bentuk kontribusi sukarela dari masyarakat yang berfungsi
memperkuat peran sosial lembaga keuangan Islam. Meskipun bersifat tidak
wajib, sedekah memainkan peran besar dalam membantu kelompok
masyarakat yang membutuhkan di luar penerima zakat. Wakaf, di sisi lain,
berfungsi sebagai sumber pendanaan jangka panjang untuk kepentingan
umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Dengan
sistem ini, Baitul Mal mampu menjaga keberlanjutan finansial tanpa harus
bergantung pada satu sumber pendapatan. Oleh karena itu, keragaman
sumber pemasukan Baitul Mal menjadi bukti bahwa sistem fiskal Islam
memiliki struktur yang stabil, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan
sosial.

3. Mekanisme Penganggaran dan Alokasi Dana

Mekanisme penganggaran dalam sistem Baitul Mal pada masa Nabi
Muhammad saw didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan
transparansi. Setiap penerimaan yang masuk ke Baitul Mal dicatat dengan
rapi dan segera dialokasikan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan
prioritas kebutuhan. Nabi sendiri bertindak sebagai pengawas utama dalam
setiap proses penganggaran untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan
dana publik. Penganggaran dilakukan bukan berdasarkan kepentingan
politik, melainkan semata-mata untuk kemaslahatan umat dan
keseimbangan sosial. Dana yang terkumpul tidak dibiarkan mengendap
lama, melainkan segera disalurkan kepada golongan yang berhak agar
manfaatnya langsung dirasakan. Dengan demikian, sistem penganggaran
Baitul Mal mencerminkan tata kelola keuangan publik yang efisien dan
berorientasi pada hasil nyata (Pendra et al., 2024).

Dalam mekanisme penganggaran tersebut, Nabi Muhammad saw
menerapkan prinsip perencanaan yang jelas berdasarkan kebutuhan
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masyarakat pada saat itu. Dana dari zakat, kharaj, atau jizyah dialokasikan
untuk berbagai sektor seperti kesejahteraan sosial, pertahanan, dan
pelayanan umum. Nabi juga menekankan bahwa pengeluaran harus
disesuaikan dengan kemampuan kas negara dan tidak boleh dilakukan
secara berlebihan. Penganggaran yang bijak ini mencegah terjadinya defisit
dan memastikan stabilitas fiskal negara Islam tetap terjaga. Selain itu,
prioritas diberikan kepada golongan yang membutuhkan seperti fakir miskin,
yatim, dan para muallaf. Dengan adanya sistem prioritas ini, setiap alokasi
anggaran menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial
dalam Islam (Hasibuan et al., 2025).

Mekanisme alokasi dana di Baitul Mal juga menunjukkan adanya
struktur pembagian yang sistematis berdasarkan fungsi dan manfaat. Dana
zakat, misalnya, dialokasikan sesuai dengan delapan golongan penerima
sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an. Sedangkan dana dari jizyah dan kharaj
lebih difokuskan pada pembiayaan infrastruktur publik dan pertahanan
negara. Alokasi dana untuk kepentingan umum dilakukan secara hati-hati
dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat. Nabi
Muhammad saw memastikan bahwa tidak ada sektor penting yang diabaikan,
terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial (Aris et al., 2024).
Dengan pembagian yang seimbang ini, penganggaran Baitul Mal menjadi
cerminan dari sistem keuangan yang berkeadilan dan berorientasi pada
kesejahteraan umat.

Salah satu ciri penting dalam mekanisme penganggaran Baitul Mal
adalah transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Nabi Muhammad saw
memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat dan diumumkan
secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan. Para pengelola dana
wajib memberikan laporan mengenai setiap penerimaan dan pengeluaran
yang terjadi. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemimpin, tetapi juga
oleh masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui penggunaan dana
publik. Prinsip keterbukaan ini menjadi dasar bagi terwujudnya kepercayaan
sosial antara pemerintah dan rakyat. Dengan sistem seperti ini, Baitul Mal
berhasil menjadi lembaga keuangan yang bersih dan bebas dari praktik
korupsi serta penyalahgunaan wewenang.

Selain transparansi, mekanisme penganggaran juga menerapkan
prinsip efisiensi dalam penggunaan dana publik. Nabi menekankan bahwa
setiap pengeluaran harus memiliki manfaat yang jelas dan tidak boleh
mengandung unsur pemborosan. Dana yang tersedia digunakan dengan
penuh kehati-hatian agar dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi
yang optimal. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam sudah
mengenal konsep efisiensi fiskal jauh sebelum ekonomi modern
mengembangkannya. Pengeluaran yang tidak perlu atau bersifat konsumtif
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dihindari karena dapat mengurangi keseimbangan ekonomi negara. Dengan
efisiensi tersebut, Baitul Mal mampu menjaga keberlanjutan anggaran dan
memastikan manfaat dana publik dapat dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat (Ridho, 2024).

Mekanisme penganggaran dan alokasi dana di Baitul Mal juga memiliki
dimensi spiritual yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional.
Setiap keputusan pengeluaran selalu dilandaskan pada niat ibadah dan
tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Pengelolaan dana bukan hanya soal
administrasi, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Tuhan dan umat. Para
pengelola Baitul Mal meyakini bahwa setiap harta yang dikelola adalah
amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Kesadaran
spiritual ini membuat sistem penganggaran berjalan dengan jujur, adil, dan
berorientasi pada kemaslahatan (Yazid et al., 2024). Dengan demikian,
mekanisme penganggaran Baitul Mal menjadi model ideal yang
menggabungkan profesionalitas ekonomi dengan nilai-nilai moral dan
keagamaan.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran

Partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan Baitul Mal pada masa
Nabi Muhammad saw menjadi salah satu aspek penting yang menjamin
keberlanjutan dan keadilan dalam distribusi anggaran. Keterlibatan umat
Islam dalam proses keuangan negara tidak hanya terbatas pada kewajiban
membayar zakat, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk
mengawasi dan menjaga transparansi lembaga. Nabi membuka ruang bagi
masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan
pengelolaan dana publik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam
telah mengenal prinsip partisipatif yang menempatkan rakyat sebagai bagian
dari tata kelola keuangan negara. Partisipasi ini juga menjadi bentuk
penguatan rasa kepemilikan masyarakat terhadap harta umat yang dikelola
oleh Baitul Mal. Dengan demikian, sistem keuangan Islam sejak awal telah
menanamkan nilai demokrasi sosial dalam aspek fiskal (Oktaviana &
Harahap, 2020).

Keterlibatan masyarakat dalam sistem penganggaran Baitul Mal
diwujudkan melalui berbagai bentuk, salah satunya adalah pengumpulan
zakat secara langsung dari para muzakki. Para amil zakat yang ditunjuk tidak
hanya bertugas mengumpulkan dana, tetapi juga memberikan edukasi
kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dalam memperkuat ekonomi
umat. Masyarakat juga berperan aktif dalam memastikan dana zakat sampai
kepada mustahik secara tepat sasaran. Dengan keterlibatan langsung ini,
masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga
keadilan distribusi harta. Sistem ini menciptakan sinergi antara pemerintah,
pengelola, dan warga dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karena
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itu, partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
spiritual dan moral (Alhasanah et al., 2023).

Selain dalam pengumpulan dana, masyarakat juga terlibat dalam
proses pengawasan terhadap Baitul Mal. Pengawasan sosial menjadi
instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara. Nabi Muhammad saw memberikan contoh
dengan selalu melibatkan umat dalam mengetahui penggunaan dana publik,
baik dari zakat, jizyah, maupun kharaj. Dengan keterbukaan informasi ini,
masyarakat dapat memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau
ketidakadilan dalam distribusi anggaran. Partisipasi dalam pengawasan ini
juga menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah dan memperkuat
stabilitas sosial. Oleh karena itu, pengawasan publik menjadi bagian tak
terpisahkan dari sistem fiskal Islam yang berlandaskan nilai amanah dan
kejujuran (Martawati et al., 2025).

Partisipasi masyarakat dalam sistem Baitul Mal juga berfungsi sebagai
sarana pendidikan sosial dan ekonomi bagi umat. Melalui keterlibatan aktif
dalam pengelolaan dana publik, masyarakat belajar mengenai tanggung
jawab finansial dan pentingnya keseimbangan ekonomi. Nabi Muhammad
saw menjadikan praktik keuangan publik sebagai bagian dari pembentukan
karakter umat yang bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama.
Kesadaran kolektif ini memperkuat solidaritas sosial dan mendorong
terciptanya budaya tolong-menolong di kalangan umat Islam. Dengan
demikian, partisipasi masyarakat bukan sekadar aktivitas ekonomi,
melainkan juga proses pendidikan moral yang berkelanjutan. Hal ini
menjadikan Baitul Mal tidak hanya sebagai lembaga fiskal, tetapi juga pusat
pembinaan sosial umat (Yazid et al., 2024).

Dalam konteks sosial ekonomi, partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan anggaran berperan penting dalam menciptakan pemerataan
kesejahteraan. Melalui kontribusi seperti zakat, infak, dan sedekah,
masyarakat dapat langsung berperan dalam mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan taraf hidup sesama. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa
sistem keuangan Islam menempatkan keadilan sosial sebagai pilar utama
pembangunan ekonomi. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk
berkontribusi, sistem Baitul Mal memperkuat hubungan antara individu dan
negara dalam kerangka spiritual dan ekonomi. Hal ini menciptakan ekosistem
ekonomi yang partisipatif dan berkeadilan (Ridho, 2024). Oleh karena itu,
partisipasi masyarakat dalam sistem penganggaran Islam tidak hanya
meningkatkan efektivitas fiskal, tetapi juga memperkokoh persatuan dan
kepedulian sosial.

Selain berperan langsung dalam pengumpulan dan pengawasan dana,
masyarakat juga berkontribusi dalam perencanaan program sosial yang
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didanai oleh Baitul Mal. Nabi Muhammad saw sering bermusyawarah dengan
para sahabat dan tokoh masyarakat dalam menentukan alokasi anggaran
untuk kepentingan umum. Musyawarah ini menjadi bentuk demokrasi
ekonomi yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan
pribadi. Melalui forum musyawarah, masyarakat dapat menyampaikan
aspirasi dan kebutuhan mereka secara terbuka kepada pemerintah. Dengan
demikian, kebijakan fiskal yang dihasilkan benar-benar mencerminkan
kebutuhan riil masyarakat. Sistem ini menegaskan bahwa dalam Islam,
partisipasi masyarakat bukan sekadar simbol, tetapi merupakan mekanisme
nyata dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan bersama.

5. Prinsip Distribusi dan Keadilan Ekonomi

Prinsip distribusi dalam sistem Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad
saw berfokus pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan umat.
Setiap dana yang masuk ke Baitul Mal dialokasikan berdasarkan asas hak
dan kebutuhan, sehingga tidak ada golongan yang dirugikan. Distribusi ini
terutama ditujukan kepada delapan golongan mustahik seperti fakir, miskin,
dan yatim piatu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an. Nabi menekankan
bahwa distribusi harus tepat sasaran agar dana publik benar-benar
memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, prinsip keadilan
dalam distribusi juga mencakup perhatian terhadap keseimbangan antara
kepentingan individu dan kepentingan umum. Dengan mekanisme ini, Baitul
Mal mampu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial secara berkelanjutan
(Fahrullah et al., 2021).

Distribusi dana Baitul Mal dilakukan dengan memperhatikan urgensi
dan kebutuhan masing-masing golongan. Fakir dan miskin mendapat
prioritas agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi, sementara golongan
lain seperti muallaf atau hamba sahaya diberikan bantuan sesuai kondisi
mereka. Nabi Muhammad saw selalu menekankan bahwa distribusi tidak
boleh dilakukan secara sembarangan atau favoritisme. Setiap keputusan
harus berdasarkan pertimbangan keadilan dan maslahat umat (Rumapea et
al., 2025). Dengan pendekatan berbasis kebutuhan ini, Baitul Mal berhasil
mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Hal ini
menunjukkan bahwa distribusi ekonomi dalam Islam memiliki dimensi moral
dan sosial yang kuat.

Prinsip keadilan dalam distribusi Baitul Mal juga menekankan
keseimbangan antara hak penerima dan kewajiban pengelola. Pengelola dana
harus memastikan setiap penerima mendapatkan haknya sesuai ketentuan
syariah, sementara penerima harus menggunakan dana secara bijak dan
sesuai kebutuhan. Nabi Muhammad saw memberikan teladan dengan
menekankan integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses distribusi.
Sistem ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelola Baitul
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Mal dan memastikan dana publik digunakan secara optimal. Distribusi yang
adil juga menghindarkan konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi. Oleh
karena itu, prinsip keadilan bukan hanya aspek hukum, tetapi juga pilar
moral yang menjaga keharmonisan sosial (Fahrullah et al., 2021).

Selain distribusi langsung kepada mustahik, prinsip keadilan ekonomi
dalam Baitul Mal juga tercermin dalam alokasi dana untuk kepentingan
umum. Dana dari Baitul Mal digunakan untuk pembangunan fasilitas publik,
pendidikan, dan pertahanan negara, sehingga manfaatnya dapat dirasakan
secara kolektif. Alokasi ini menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam tidak
terbatas pada individu, tetapi mencakup kesejahteraan masyarakat luas.
Nabi Muhammad saw menekankan pentingnya prioritas anggaran untuk
kepentingan publik sebagai bagian dari tanggung jawab pengelola keuangan.
Sistem ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi dalam Islam bersifat
komprehensif, mencakup aspek sosial, moral, dan institusional (Yazid et al.,
2024). Dengan pendekatan ini, Baitul Mal menjadi instrumen untuk
mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan umat secara
menyeluruh.

Prinsip distribusi dalam Baitul Mal juga menekankan kesetaraan dan
nondiskriminasi antar penerima. Semua golongan yang berhak menerima
dana diperlakukan sama tanpa membedakan status sosial, etnis, atau latar
belakang ekonomi. Nabi Muhammad saw selalu memastikan bahwa setiap
penerima memperoleh haknya secara proporsional dan sesuai ketentuan
syariah. Dengan prinsip ini, sistem distribusi menjadi adil dan dapat diterima
oleh seluruh masyarakat. Kesetaraan dalam distribusi juga mendorong
solidaritas sosial dan menumbuhkan rasa persaudaraan antar umat. Oleh
karena itu, prinsip distribusi Baitul Mal menegaskan bahwa keadilan
ekonomi tidak hanya soal angka dan perhitungan, tetapi juga soal integritas
dan moralitas dalam praktik (Pendra et al., 2024).

Selain prinsip keadilan, distribusi dalam Baitul Mal juga menerapkan
prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekonomi. Dana yang dialokasikan
tidak hanya untuk kebutuhan sesaat, tetapi juga untuk membangun
kapasitas masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi. Misalnya, sebagian
dana digunakan untuk pendidikan, pelatihan, dan pembangunan fasilitas
produktif. Nabi Muhammad saw memastikan bahwa setiap alokasi
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak
menimbulkan ketergantungan. Dengan pendekatan ini, distribusi tidak
hanya memberi bantuan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi
ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, prinsip distribusi
dalam Baitul Mal menggabungkan keadilan sosial, efisiensi, dan
keberlanjutan ekonomi secara harmonis.

6. Dampak Sosial dan Ekonomi Baitul Mal pada Masa Nabi
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Sistem Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw memiliki dampak
sosial yang signifikan dalam memperkuat kesejahteraan umat. Melalui
distribusi dana secara adil, golongan miskin, yatim, dan fakir mampu
memenuhi kebutuhan dasar mereka secara teratur. Hal ini mengurangi
ketimpangan sosial dan mencegah kemiskinan ekstrem di masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana juga meningkatkan rasa
tanggung jawab sosial dan solidaritas antar warga. Dampak sosial ini tidak
hanya terlihat dalam jangka pendek, tetapi juga membentuk budaya
kepedulian yang berkelanjutan. Dengan demikian, Baitul Mal menjadi
instrumen yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan
harmonis (Saleh, 2022).

Dari sisi ekonomi, Baitul Mal berperan penting dalam menjaga
stabilitas keuangan negara dan meningkatkan perputaran harta umat. Dana
yang terkumpul dari zakat, kharaj, dan jizyah segera dialokasikan untuk
kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat. Hal ini mendorong
peningkatan daya beli masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi lokal.
Selain itu, pengelolaan yang transparan dan partisipatif menciptakan
kepercayaan publik terhadap sistem fiskal negara. Kepercayaan ini
mendorong masyarakat untuk lebih taat membayar zakat dan kontribusi
lainnya. Dengan demikian, Baitul Mal berfungsi sebagai pendorong
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Fahrullah et al.,
2021).

Baitul Mal juga berdampak pada penguatan solidaritas sosial antar
kelompok masyarakat. Prinsip distribusi yang adil dan tepat sasaran
mendorong rasa persaudaraan antara yang kaya dan yang miskin. Penerima
bantuan tidak merasa dikucilkan, sementara pemberi merasa amanah
mereka digunakan secara bijaksana. Nabi Muhammad saw menekankan
pentingnya menjaga keseimbangan sosial agar tercipta harmoni dalam
kehidupan bernegara. Solidaritas ini menjadi dasar bagi ketahanan sosial dan
mengurangi potensi konflik akibat ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu,
dampak sosial Baitul Mal mencakup aspek moral, psikologis, dan struktural
dalam masyarakat (Alhasanah et al., 2023).

Dampak ekonomi lain dari Baitul Mal terlihat dalam pembangunan
infrastruktur dan fasilitas publik. Dana publik digunakan untuk membangun
jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang meningkatkan
produktivitas dan mobilitas masyarakat. Investasi semacam ini tidak hanya
memberi manfaat langsung bagi warga, tetapi juga mendukung pertumbuhan
ekonomi jangka panjang. Nabi Muhammad saw memastikan bahwa alokasi
dana untuk kepentingan publik dilakukan secara proporsional dan
transparan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Baitul Mal tidak hanya
bersifat konsumtif, tetapi juga strategis. Dengan demikian, lembaga ini
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berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada
kemaslahatan umat (Yazid et al., 2024).

Selain dampak ekonomi dan sosial, Baitul Mal berperan dalam
membangun budaya keuangan yang berbasis amanah dan tanggung jawab.
Masyarakat belajar pentingnya disiplin finansial melalui kewajiban zakat dan
partisipasi dalam pengawasan dana publik. Pengelola Baitul Mal pun
dibiasakan untuk selalu jujur, akuntabel, dan transparan dalam setiap
transaksi. Budaya ini menumbuhkan integritas dan kesadaran moral dalam
kehidupan bermasyarakat. Dampak budaya ini juga membantu menciptakan
masyarakat yang beradab, disiplin, dan peduli terhadap kesejahteraan
bersama. Oleh karena itu, Baitul Mal bukan sekadar lembaga fiskal, tetapi
juga pusat pendidikan sosial dan moral (Nisa et al., 2023).

Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw menunjukkan integrasi
antara ekonomi, sosial, dan moral dalam sistem keuangan Islam. Sistem ini
tidak hanya mengatur distribusi kekayaan, tetapi juga memperkuat
solidaritas, kepercayaan publik, dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.
Dampak positifnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dari yang
kaya hingga yang miskin. Melalui prinsip keadilan, partisipasi, dan
transparansi, Baitul Mal berhasil menciptakan tatanan sosial-ekonomi yang
stabil. Selain itu, pengalaman pengelolaan Baitul Mal menjadi model ideal
bagi sistem fiskal yang berlandaskan nilai moral dan syariah. Dengan
demikian, Baitul Mal menjadi bukti nyata bahwa ekonomi Islam mampu
menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi umat secara komprehensif.

D. KESIMPULAN

Sistem Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad saw telah menerapkan
mekanisme penganggaran dan distribusi dana yang efektif, adil, dan
transparan. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan memperhatikan prinsip
keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan ekonomi, sehingga seluruh golongan
masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan dana juga menjadi faktor penting yang meningkatkan
akuntabilitas, mengurangi penyalahgunaan, serta menumbuhkan solidaritas
sosial di kalangan umat. Distribusi dana yang tepat sasaran kepada mustahik
dan alokasi untuk kepentingan publik memperlihatkan bahwa Baitul Mal
mampu menjaga keseimbangan sosial-ekonomi secara komprehensif.

Dampak dari sistem ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial
dan moral. Kesejahteraan masyarakat meningkat karena kebutuhan dasar
mereka terpenuhi, ketimpangan sosial berkurang, dan solidaritas antar
golongan diperkuat. Selain itu, budaya keuangan yang berbasis amanah dan
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tanggung jawab turut menumbuhkan integritas dan disiplin dalam
masyarakat. Pengelolaan Baitul Mal yang transparan dan partisipatif menjadi
teladan bagi sistem keuangan modern, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip
Islam dapat diterapkan secara praktis untuk membangun kesejahteraan
bersama. Hal ini menjadikan Baitul Mal bukan sekadar lembaga fiskal, tetapi
juga instrumen pendidikan sosial, moral, dan ekonomi.
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